
 
 

47 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dalam bab 1 sampai 4, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan sebagai berikut.  

1. Bahwa hak-hak dari warga negara merupakan hak yang tidak dapat 

diganggu gugat dan merupakan hak yang harus dihormati dan 

didukung setiap pemenuhannya oleh negara, karena hak-hak tersebut 

juga merupakan bagian dari amanat yang terkandung didalam UUD 

1945 dan berbagai peraturan lainnya yang harus dilaksanakan. Hak-

hak tersebut dalam penulisan ini termasuk ke dalam pemenuhan hak 

untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah 

pendidikan dalam bidang agama dan kepercayaan yang dianut oleh 

setiap warga negara. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku 

ras dan agama maupun kepercayaan. 

2. Bentuk dari pengakuan pemerintah terhadap penganut aliran 

kepercayaan ini salah satunya adalah masuknya aliran kepercayaan 

kedalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu bentuk dari 

pengakuan pemerintah terhadap penganut aliran kepercayaan dalam 

bidang pendidikan adalah dengan dibentuknya Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan tentang Layanan Pendidikan 

Kepercayaan sebagai pelaksanaan dari tugas yang telah diamanatkan 

oleh Undang-Undang. Namun, peraturan pemerintah tersebut tidak 

dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi berkenaan dengan 

pemenuhan hak dari penganut aliran kepercayaan dalam bidang 

pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak jelasnya peraturan 

tersebut dalam rangka memenuhi hak-hak dari para penganut aliran 

kepercayaan untuk mendapatkan pendidikan kepercayaan. Dalam 

peraturan tersebut banyak hal-hal yang belum diatur atau dijelaskan 

secara spesifik, padahal para penganut aliran kepercayaan sendiri 
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sebagai kelompok rentan akan diskriminasi memerlukan suatu 

peraturan yang jelas dan tegas agar dalam implementasinya hak-hak 

dari para penganut aliran kepercayaan tidak dilanggar atau hilang.  

3. Para penganut aliran kepercayaan dalam hal ini tidak hanya 

memerlukan suatu pengakuan, tetapi juga perlindungan. Peraturan 

yang dibuat pemerintah seharusnya tidak boleh hanya bersifat 

formalitas belaka, melainkan harus dapat melindungi setiap warga 

negaranya termasuk para penganut aliran kepercayaan. Tindakan 

pemerintah dalam melindungi setiap warga negaranya juga harus 

ditunjukkan dalam keseriusan pembuatan peraturan. Sebab  peraturan 

akan menjadi dasar bagi pemenuhan hak tiap-tiap warga negara. 

Apabila peraturannya saja tidak mengakomodir, bagaimana 

pemenuhan hak-hak warga negara akan terpenuhi. Dalam hal ini 

tindakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai bentuk dari 

pengabaian “hak” meskipun pemerintah membuat aturan sebagai 

dasar dari pemenuhan hak para penganut aliran kepercayaan di 

sekolah melalui layanan pendidikan kepercayaan. 

4. Namun hal tersebut tidak cukup mengakomodir hak-hak dari para 

penganut aliran kepercayaan. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak 

adanya peraturan yang secara spesifik bagaimana pemenuhan hak dari 

para penganut aliran kepercayaan di sekolah. Dengan demikian 

perbuatan pemerintah tersebut dapat disimpulkan sebagai suatu 

tindakan yang diskriminatif. Padahal pemerintah membuat peraturan 

yang spesifik dan jelas mengenai bagaimana pemenuhan hak dari para 

penganut agama sehingga hak-haknya dapat terjamin, namun hal yang 

sama tidak dilakukan oleh pemerintah dalam pembentukan peraturan 

untuk para penganut aliran kepercayaan.  
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5.2. Saran  

Pemerintah perlu membentuk suatu peraturan yang baru atau pemerintah 

dapat melakukan rekonstruksi hukum yang telah ada sebelumnya, agar dapat 

memberikan jaminan pemenuhan hak-hak dari para penganut aliran 

kepercayaan, khususnya dalam bidang pendidikan. Tentu dengan adanya 

peraturan yang lebih jelas dan spesifik akan memberikan suatu kejelasan dan 

kepastian hukum bagi para penganut aliran kepercayaan agar hak-haknya 

dibidang pendidikan terpenuhi, karena penganut aliran kepercayaan juga 

merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang layak 

diperjuangkan dan dilindungi setiap hak-haknya tersebut. 
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